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KATA PENGANTAR 
  

  

               Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat dan karunianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2021 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

Laporan akuntabiltas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh 

stakeholders (Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat) serta sebagai sarana 

evaluasi ke dalam atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja pada periode 

berikutnya. 

           Pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 merupakan Tahun ke-5 dari Renstra 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, namun demikian kami 

menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang 

belum tercapai, tetapi optimis yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih 

meningkatkan kinerja pada tahun mendatang. 

           Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 ini, disampaikan dengan harapan 

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat lebih ditingkatkan 

dimasa mendatang, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui 

penyempurnaan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 

   
                                                                  Manokwari, 24 Januari 2022 
 

KEPALA DINAS KESEHATAN 
PROVINSI PAPUA BARAT, 

 
 
 
 
 

OTTO PARORRONGAN, SKM, M.MKes 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP.19671004 199312 1 003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat Tahun 2021 menggambarkan pencapaian kinerja selama 

tahun 2021. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini di susun dan 

dilaksanakan berdasarkan rencana kinerja tahun 2021 yang mengacu pada 

rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022. 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam tahun 2021 melaksanakan 9 

(Sembilan) Program dengan 47 (Empat Puluh Tujuh) Kegiatan untuk memenuhi 

6 (Enam) sasaran strategis sesuai rencana kinerja tahun 2021. Anggaran yang 

disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar                                 

Rp.  289.447.738.245,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar 

Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 

Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah ) dari jumlah 

tersebut di atas realisasi serapannya  sebesar Rp. 220.662.126.376,00,- ( Dua 

Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh 

Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam  Rupiah ) atau 76,24% dari anggaran 

yang  tersedia. 

Dari 6 (Enam) sasaran yang ada dan tingkat pencapaiannya adalah 

sebagaimana tertera dibawah ini: 

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelola APBD  (80,75%) 

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 

(77,41%) 

3. Meningkatkan disiplin dan Kapasitas sumber daya aparatur kesehatan 

(78,56%) 

4. Pelaporan Kinerja dan Keuangan OPD Tepat Waktu ( 80,00%)  

5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Mayarakat ( 80,62%) 

6. Terjangkaunya Pelayanan Kesehatan oleh Seluruh Masyarakat 

(85,83%) 
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Belum Optimalnya pencapaian sasaran tersebut oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat disebabkan antara lain : 

1. Adanya pembatasan aktifitas bencana non alam akibat penyebaran Corona 

Virus Desease 2019 (Covid-19) yang merupakan bencana nasional, dimana 

di Papua Barat terjadi lonjakan kasus pada bulan Juni s.d September 2021 

sehingga dikeluarkannya instruksi gubernur tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 di Provinsi Papua 

Barat, dengan demikian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan daring 

atau online melalui virtual zoom, yang mengakibatkan minimnya daya 

serap anggaran; 

2. Perlunya adaptasi terhadap penyusunan DPA APBD melalui aplikasi SIPD 

baik program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai nomenklatur yang 

berlaku, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada 6 

April 2021 setelah penetapan DPA APBD 2021; 

3. Adanya Revisi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12, Tanggal 30 Maret 

2021, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan 

baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan proses revisi yang baru dapat 

diselesaikan pada tanggal 27 Juli 2021; 

4. Guna menekan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), di 

tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memaksimalkan segala 

upaya dengan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan Vaksinasi 

Covid-19. 

 

 



DISTRIBUSI
VAKSIN COVID-19

Pencanangan Covid-19 di Provinsi
Papua Barat, di laksanakan dengan
penyerahan Vaksin Covid-19 oleh
Gubernur Papua Barat kepada
Kepala Dinas Kesehatan, Pada
tanggal 14 Januari 2021

Dalam rangka percepatan Vaksinasi
Covid-19 di Provinsi Papua Barat, 
Dinas Kesehatan Papua Barat 
melakukan Distribusi Vaksin ke
Kabupaten / Kota se-Papua Barat

Instagram : humasdinkespabar
Twitter :@Humas_DinkesPB

Distribusi Vaksin Covid-19 di kawal
oleh Aparat Polri serta didampingi 
oleh petugas dari Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar  Be lakang  

 

  Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. Undang – undang Nomor 28  

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu 

asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu 

tonggak penting era reformasi. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang –undangan yang berlaku. 

  Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja 

kementerian, lembaga, pemerintahan diberbagai tingkatan dan institusi yang 

menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan 

disampaikan secara sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan kinerja 

OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berpedoman pada 

peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 
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   Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat merupakan tolak ukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan 

kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga. 

 

B. Landasan Hukum  

1. Undang – undang No 28 Tahun 1999  Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas peraturan Meneteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  No 53 Tahun  2014 Tentang petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan. 

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan 

pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor  7 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan   Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah 

Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 

20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua 

Barat.  Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis 

daerah yang  merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang  dipimpin 

oleh  seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur. 

Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan 

Gubernur  Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :  

a. Kepala Dinas  

b. Sekretariat, Terdiri dari :  

1) Subbagian Program Informasi Dan Humas; 

2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Aset 

3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :  

1) Seksi Keluarga & Gizi 

2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat 

3) Seksi Kes Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Peyakit ( P2P), terdiri dari : 

1) Seksi Surveilans & Imunisasi 

2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular 

3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & 

Kesehatah Jiwa 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional. 
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f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :  

1) Seksi Kefarmasian 

2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah 

Tangga 

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

 

   Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk  

menyelenggarakan tugas  pokok  tersebut  Dinas  Kesehatan Provinsi 

Papua Barat mempunyai fungsi : 

 

1) Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih 

baik dan keberlanjutan; 

2) Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang 

terarah kepada memenuhi hak masyarakat; 

3) Memecahkan   isu-isu   strategis   kesehatan,   mendorong   

terwujudnya   komitmen, kesepakatan dan kerja sama 

antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat; 

4) Mengkomunikasikan    dan    memasarkan    eksistensi    

kesehatan    (peningkatkan kesadaran); 

5) Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan 

data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

penyampaian pelayanan; 

6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel. 

 

D. Analisis Aspek Strategis 

Aspek Strategis adalah Aspek yang mendukung dan merupakan 

sumberdaya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan 

visi dan misi Dinas Kesehatan Papua Barat, Aspek – aspek tersebut antara 

lain: 
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1. Aspek Sumber Daya Manusia  

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2021 sebanyak 180 

Orang, atau bertambah dibanding dengan tahun 2020 ( Sebanyak 6 

Orang), sebagian merupakan tenaga fungsional kesehatan ( sebanyak 65 

Orang ) dimana sebanyak 59 Orang terdistribusi di RSUD Provinsi Papua 

Barat, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel berikut :  

                                           

                                                        TABEL   D.1  

                        Posisi Pegawai  Per 31 Desember 2021, menurut Golongan dan Jabatan                                              

 

 

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, 

sarana dan prasaran tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil 

Operasional Ambulance). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua 

Barat dilaksanakan di : 

1) Kantor Utama/ Gedung Induk terletak di Kompleks Perkantoran 

Gubernur Papua Barat,  Jalan Brigjen (Purn) Abraham O.Ataruri, 

Arfai, Manokwari. 

2) Pergudangan (Dibawah Seksi Kefarmasian) terletak di Jalan Brigjen 

Abraham O. Ataruri,  Arfai, Manokwari. 

3) RSUD Provinsi Papua Barat terletak di Kompleks Irman Jaya, Jalan 

Angkasa Mulyono, Amban, manokwari. 

(+) (-) DINAS RSUD
1 2 3 4 5 6 7

A STRUKTURAL
1 Eselon II 1 0 0 1 0
2 Eselon III 5 5 0 5 5
3 Eselon IV 15 7 0 14 8

Sub Jumlah 21 12 0 20 13
B FUNGSIONAL 62 0 1 6 59
C STAF 91 0 9 70 12

174 12 10 96 84
174 12 10

JUMLAH

MUTASI
NO URAIAN

PER 31 DESEMBER 
2020

PER 31 DESEMBER 
2021

TOTAL 180



 

 

 LAKIP DINAS KESEHATAN PAPUA BARAT TA 2021 6 

 

Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas 

Kesehatan Papua Barat antara lain :  

1)   3 Buah Ambulance; 

2) 11 Unit Mobil Dinas/ Operasional 

3) 38 Unit Motor/ Kendaraan Operasional 

4) 77 Unit Laptop 

5) 19 Unit Personal Computer/ PC 

 

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan.  

         Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Papua Barat, sesuai Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Kesehatan  Provinsi  Papua  

Barat memperoleh alokasi dana sebesar    Rp.313.799.980.265,00 

( Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh 

Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua 

Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) atau naik sebesar            

204.6 % dari Anggaran Tahun 2020 yang sebesar                     

Rp.  153.386.559.097,00 ( Seratus Lima Puluh Tiga Milyar 

Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima 

Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah ). 

Dengan dukungan Anggaran  sebesar Rp.313.799.980.265,00 ( 

Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh 

Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua 

Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) selain untuk belanja pegawai 

(belanja tidak langsung) juga turut mendanai operasional Rumah 

Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelayanan 

covid-19 dan juga untuk mendanai pelaksanaan vaksinasi covid-19. 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diharapkan akan mampu 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui  pelaksanaan  

kegiatan  pengawasan  dan  kegiatan  lainya  sesuai  dengan rencana 

kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program/kegiatan  yang  
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telah  direncanakan  memerlukan  koordinasi antara bidang/bagian 

yang memadai sehingga pencapaian sasaran program atau kegiatan 

yang bersangkutan dapat lebih efektif. 

 

                                                        TABEL   D.2  

              APBD Dinas Kesehatan Menurut Jenis Belanja 

 

4. Aspek Permasalahan Kesehatan 

Prioritas Masalah Kesehatan di Provinsi Papua Barat pada Tahun 

2021 di Prioritaskan   pada 6 (Enam ) Indikator  Kinerja Utama 

sebagai berikut :  

1) Jumlah Kematian Ibu;  

2) Jumlah Kematian Anak; 

3) Pravelansi HIV/ AIDS; 

4) Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis Persatuan 

Penduduk; 

5) Cakupan Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Distrik; 

6) Jumlah RSUD Rujukan Provinsi. 

 

E. Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan susunan 

sebagai berikut :  

 

 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) DINKES (Rp.) RSUD (Rp.) TOTAL (Rp.)
1 5 7 9 11 13 14 15

1 Anggaran 213.664.356.664,00    125.753.004.612,04    246.490.011.486,00    153.386.559.097,00    144.823.741.492,00  168.976.238.773,00  313.799.980.265,00  
2 Belanja Tidak Langsung 15.363.424.532,00      19.820.976.612,00      23.680.270.886,00      27.666.473.905,00      24.822.642.020,00    -                                      24.822.642.020,00    

2.1 Belanja Pegawai 15.363.424.532,00       19.820.976.612,00       23.680.270.886,00       27.666.473.905,00       24.822.642.020,00      -                                       24.822.642.020,00      

3 Belanja Langsung 198.300.932.132,00    105.932.028.000,04    222.809.740.600,00    125.720.085.192,00    120.001.099.472,00  168.976.238.773,00  288.977.338.245,00  
3.1 Belanja Pegawai 4.469.761.900,00          2.851.590.000,00          9.942.300.000,00          14.769.460.000,00       -                                       -                                       -                                       

3.2 Belanja Barang dan Jasa 73.315.974.734,00       51.715.597.110,04       58.393.069.460,00       61.720.406.250,00       69.850.339.713,00      111.412.614.078,00   181.262.953.791,00   

3.3 Belanja Modal 120.515.195.498           51.364.840.890             154.474.371.140,00     49.230.218.942,00       42.198.098.249,00      57.563.624.695,00      99.761.722.944,00      

3.5 Belanja Hibah -                                        -                                        -                                        -                                        7.952.661.510,00        -                                       7.952.661.510,00        

No URAIAN Th. 2017 Th. 2018 Th.2019

APBD Dinas Kesehatan

Th. 2021Th.2020

2



 

 

 LAKIP DINAS KESEHATAN PAPUA BARAT TA 2021 8 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

a) Latar Belakang  

b) Landasan Hukum 

c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan 

d) Analisis Aspek Strategis 

e) Sistematika Laporan 

 

BAB II         : PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 

 

BAB III       : AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Pengukuran Kinerja 

B. Capaian  Sasaran Kinerja 

C. Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU )  

D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 

2021 

E. Analisis Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 

dengan Tahun sebelumnya 

F. Realisasi Anggaran 

 

BAB IV     :  PENUTUP  

 

LAMPIRAN –LAMPIRAN  

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

B. Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD 

Lingkup Provinsi Tahun 2021 

C. Prestasi / penghargaan yang diperoleh 

 



PKBM
Pelayanan Kesehatan Berbasis 

Masyarakat (PKBM), dilaksanakan di 
Puskesmas Ambumi, Kampung Ambumi

Distrik Kuri Wamesa Kabupaten
Teluk Wondama

Tim PKBM mengajarkan
cara cuci tangan dan sikat gigi yang baik
dan benar kepada anak-anak kampung.

Pelayanan kesehatan
dilaksanakan bersama petugas
kesehatan di Puskesmas Ambumi,
Antusiasme masyarakat yang datang
berobat sangat tinggi dan dengan
keterbatasan listrik pelayanan tetap
dilaksanakan hingga pukul 21.00 wit.

PKBM di Teluk Wondama
dilaksanakan dari tanggal 20 s.d 27
September 2021.

Youtube : DINAS KESEHATAN PAPUA BARAT
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BAB II  

PERENCANAAN 

 

 
Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana strategis yang 

berorientasi selama kurun waktu lima tahun 2017-2022 dengan peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan ketentuan Instruksi 

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(AKIP), Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membuat Rencana 

Strategis (RENSTRA ) periode tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan 

taktis strategis untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses 

berkelanjutan dan sistimatis dari  pembuatan keputusan yang  berisiko, 

dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan 

mengorganisasikan secara sistimatik untuk usaha-usahanya melaksanakan 

keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik.  

Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan 

stakeholders dan menjawab tuntutan pengembangan lingkungan strategis baik 

lokal maupun nasional. Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal 

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan 

kekuatan (strenght), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

tantangan / kendala (threats) yang ada. 

Dengan Visi, Misi dan Strategis yang  jelas dan tepat maka diharapkan Instansi 

Pemerintah akan menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. 
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rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan Evaluasi kinerja serta 

pelaporan Akuntabilitas Kinerja merupakan tolak ukur paling penting dari 

suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Dari uraian singkat diatas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal di 

definisikan dalam suatu rencana Strategis adalah pernyataan Visi dan Misi, 

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis serta perumusan Strategis 

pencapaian tujuan atau sasaran berupa Program dan Kegiatan. 

A.  Rencana Strategis 
 
 

1. V i s i  d a n  M i s i   
 

Visi dari Provinsi Papua Barat adalah  “ MENUJU PAPUA BARAT YANG 

AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT” 

Visi  tersebut  di  atas  merupakan suatu  kondisi  penyelengaraan 

pemerintah daerah secara umum yang hendakya diwujudkan melalui 

peranan Dinas Kesehatan sebagai institusi yang mempunyai tugas 

pengawasan umum pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh Gubernur. 

Sedangkan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat  adalah “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di 

Bidang Kesehatan 

2. Tujuan dan Sasaran  

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan misi tersebut 

adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan 

Berdaya Saing dengan sasaran sebagai berikut :  

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan APBD 
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2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

aparatur. 

3. Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Pelaporan Kinerja dan Keuangan OPD Tepat Waktu 

5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 

6. Terjangkaunya Pelayanan Kesehatan oleh seluruh masyarakat. 

 

B.  Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. 

     1. Perjanjian Kinerja  

Untuk mengukur capaian setiap sasaran Strategis maka telah ditetapkan 

6 ( Enam )  Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA Dinas 

Kesehatan 2017-2022. Rumusan tersebut tertuang didalam Perjanjian 

Kinerja (PK) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, berdasarkan 

Dokumen Perancanaan Anggaran ( DPA ) Tahun Anggaran 2021 Dinas 

Kesehatan Papua Barat  mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp.  

289.447.738.245,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar 

Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 

Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah ) dengan 9 

Program dan 47  Kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan 

Papua Barat Tahun 2021 dan melaporkannya dalam laporan kinerja. 

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan dan bentuk Komitmen yang 

dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang merupakan penggalan 

dari suatu perencanaan strategis dalam waktu  satu tahun. Untuk 

mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian  ( Target ) dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini :   
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Tabel II . 1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2021 

 

Triwulan 1 :

Triwukan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100

Triwulan 1 : 3850
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 3850

Triwulan 1 : 12
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 12

Triwulan 1 : 22
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 22

Triwulan 1 : 55
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 55

Triwulan 1 : 3421
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 3421

Triwulan 1 : 6
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4

:

6

Triwulan 1 : 12
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 12
Triwulan 1 : 1440
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1440
Triwulan 1 : 151
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 151
Triwulan 1 : 30
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 30

9 Rapat-rapat koodinasi dan 
konsultasi keluar daerah

5.021.102.000         Terpenuhinya Kebutuhan 
Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Ke Dalam dan 
Luar Daerah

Kali

10 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

736.338.200            kebutuhan sarana prasarana 
kantor terpenuhi

Unit

7 Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-
undangan

180.000.000            Terpenuhinya Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan

Buku

8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 451.480.000            Terpenuhinya Makanan dan 
Minumamn untuk Kegiatan 
Penunjang Lainnya

Orang

Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan

255.443.089            Terpenuhinya Kebutuhan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis

6 Penyediaan komponen 
instalasi listrik/ penerangan 
bangunan kantorPenyediaan 
komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan 
kantor

374.340.050            Terpenuhinya Komponen 
Instalasi

Jenis

Terpeliharanya Kebersihan 
Kantor

Orang

4 Penyediaan Alat tulis kantor 381.899.834            Terpenuhinya Kebutuhan 
Alat Tulis Kantor

Jenis

Terpenuhinya Jasa Surat 
Menyurat

Surat

2 Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik

4.292.393.180         Terpenuhinya Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

Bulan

1 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

20.994.000               

3 Penyediaan jasa kebersihan 
kantor

449.921.557            

5

10 11 12 13

1 Meningkatnya 
Efisiensi dan 

Efektifitas 
Pengelolahan 

Nilai SAKIP Dinas 
Kesehatan Papua 

Barat

% Program 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran

12.163.911.910        

TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8                                     9 

PAGU ANGGARAN KEGIATAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET TRIWULANNo
SASARAN 

STRATEGIS OPD 
SESUAI RENSTRA

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM
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Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100

Triwulan 1 : 94
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 94
Triwulan 1 : 126
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 126
Triwulan 1 : 50
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 50
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100

Triwulan 1 : 390
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 390
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100

Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 : 12
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 12

4 Penyediaan Administrasi 
pelaksanaan Tugas ASN 2.247.109.440         

Jumlah Honor yang 
terbayarkan Bulan

Laporan

3 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 28.218.698               

Hasil Capaian Kinerja dan 
ikhtisar kinerja OPD per 
tahun

Laporan

1 Penyusunan Dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah 36.354.843               

Dokumen Renja dan LKPD 
yang tepat Syarat dan 
Waktu

Laporan

2 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 44.536.699               

Dokumen RKA dan DPA 
yang Tepat Syarat dan 
Waktu

4 Meningkatnya 
Kualitas Sistem 

Pelaporan 
Capaian Kinerja 

Persentase 
Temuan Internal 

dan Eksternal 
yang 

%

Program 
Peningkatan 

Pengembangan 
Sisitem Pelaporan 

2.582.371.324          

1 pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya

              951.637.845 

Jumlah pakaian KORPRI 
yang diadakan terpenuhi Stell

3 Meningkatkan 
Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Jumlah 
pelanggaran 

disiplin ASN Dinas 
Kesehatan papua 

%

Program 
Peningkatan 

Disiplin Aparatur
951.637.845              

Unit

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantr dan Bangunan 
Lainnya

          1.367.571.000 Kebutuhan Sarpras Kantor 
Terpenuhi

Unit

1 Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional

          1.470.425.000 Kebutuhan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas Operasional Kantor 
Terpenuhi

Unit

2 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

              532.000.000 Kebutuhan Sarpras Kantor 
Terpenuhi

2 Meningkatnya 
ketersediaan 

sarana dan 
prasarana 

Persentase 
SARPRAS dalam 

Kondisi Baik
%

Program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 

3.369.996.000          

10 11 12 13

TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8                                     9 

PAGU ANGGARAN KEGIATAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET TRIWULANNo
SASARAN 

STRATEGIS OPD 
SESUAI RENSTRA

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM
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Triwulan 1 : 2
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 2
Triwulan 1 : 12
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 12
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 46
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 46
Triwulan 1 : 105
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 105
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 : 0
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 0
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1

4 Pembangunan fasilitas 
Kesehatan lainnya

1.180.579.655         Paket

Paket

3 Operasional pelayanan Rumah 
Sakit

168.976.238.773    Terselenggaranya 
Pelayanan RSUD provinsi

Paket

1 Pembangunan Rumah Sakit 
Beserta Sarana dan Prasarana 
Pendukungnya

28.704.665.000      Terlaksananya 
Pembangunan Rumah Sakit 
Provinsi Secara Bertahap

Paket

2 Pengadaan Alat Kesehatan/ 
alat penunjang medik

-                                  tersedianya alat kesehatan 
kedokteran laboratorium 

6 Meningkatkan 
Akses dan 

Ketersediaan 
Sarana dan 

%

Program 
Peningkatan 

Jumlah Rumah 
Sakit Rujukan

       198.861.483.428 

Orang

2 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 113.374.527            

Meningkatnya Presentase 
ASN Yang Disiplin Orang

1 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawi Beserta Tugas dab 
Tanggung Jawab

209.618.961            

Terbentuknya Tim Angka 
kredit JFT

322.993.488              

6 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 202.201.659            

Laporan SKP PNS dan 
laporan administrasi dan 
Profil

Laporan

5 Meningkatnya 
disiplin dan 

kapasitas SDM 
kesehatan

Persentase ASN 
lulus DIKLAT 

Subtansi
%

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

5 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan

23.949.985               

Laporan keuangan semester 
I dan II Laporan

10 11 12 13

TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8                                     9 

PAGU ANGGARAN KEGIATAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET TRIWULANNo
SASARAN 

STRATEGIS OPD 
SESUAI RENSTRA

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM
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Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 : 26
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 26
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 13
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 13
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1
Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 100
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 100
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 100
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 100
Triwulan 1 : 1
Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 : 1

190.450.461            Meningkatnnya penyehatan 
dan pengawasan kualitas air

Persen

258.479.673            Terlaksananya pertemuan 
koordinasi Pelayanan 
kesehatan

Dokumen

presentase persalinan di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan

Persen1 pengelolahan Pelayanan 
kesehatan Ibu dan anak

3

Pengelolahan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat

4 pengelolaan pelayanan 
kesehatan tradisional 
akunpuntur 

2               656.357.439 meningkatnya ketersediaan 
dan keterjangkauan 
pelayanan

Persen

              584.752.877 

Pengelolaan Pelayanan 
kesehatan Lingkungan

Paket

9 Meningkatnya 
Kesehatan 

Masyarakat Papua 
Barat

%

Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat

62.087.452.522        

1 Pengadaan Obat, Vaksin, 
Makanan dan Minuman serta 
fasilitas lainnya

6.497.246.000         Jumlah Balita yang menjadi 
saaran penerima PMT, 
Ketersediaan Obat vaksin, 
Penyediaan Makanan 

Kab/Kota

2 Distribusi Alat kesehatan Obat, 
Vaksin, Makanan dan minuman 

2.010.646.200         Pendistribusian obat dan 
perbekalan kesehatan yang 
terlayaani

8 Meningkatnya 
Kualitas 

Kesehatan 
Masyarakat

Persentase 
Ketersediaan 

Obat dan Vaksin
%

Program Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan

8.507.892.200          

laporan

2 Pengelolahan pelayaan 
kesehatan bagi penduduk pada 
Kondisi Kejadian Luar biasa 
(KLB)

400.000.000            jumlah penatalaksanaan 
penderita yang terdampak, 
Jumlah Tim 
Penanggulangan Situasi KLB 

Orang

1 Pengolahan pelayanan 
kesehatan bagi penduduk 
terdampak bencana

199.999.528            presentase pelayanan 
kesehatan bagi penduduk 
terdampak bencana

599.999.528              

7 Meningkatkan 
Akses dan 

Ketersediaan 
Sarana dan 

%

Program UKM 
Rujukan

10 11 12 13

TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8                                     9 

PAGU ANGGARAN KEGIATAN  ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET TRIWULANNo
SASARAN 

STRATEGIS OPD 
SESUAI RENSTRA

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM
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